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TINJAUAN HUKUM PENGELOLA PARKIR TERHADAP 

KEHILANGAN BARANG BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-

UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN 

KONSUMEN DI SPORT CENTER PANTAI KOTA BENGKULU 

 

ABSTRAK 

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, penelitian ini mengkaji pengalihan tanggung jawab atas kehilangan 
barang dalam pengelolaan parkir di Sport Center Pantai Kota Bengkulu. Penelitian 
ini sebagian besar berfokus pada hubungan hukum antara pengelola parkir dan 
orang yang menggunakan layanan parkir. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki 
sejauh mana klausula baku yang sering digunakan di layanan parkir dapat 
membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pengelola terhadap kehilangan 
barang pelanggan. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan 
perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan 
keputusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengelola parkir memiliki kewajiban hukum untuk bertanggung jawab atas 
kehilangan mobil dan barang di dalamnya, seperti yang diatur dalam KUH Perdata 
tentang perjanjian penitipan barang. Namun, penelitian ini menemukan bahwa 
dalam praktiknya, banyak pengelola parkir mencantumkan klausula baku yang 
membebaskan mereka dari tanggung jawab. Ini bertentangan dengan ketentuan 
perlindungan konsumen dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa klausula baku yang mengalihkan 
tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan barang tidak sah secara hukum. 
Oleh karena itu, hak-haknya sebagai pengguna jasa parkir harus lebih dilindungi 
dengan pengawasan pemerintah daerah lebih lanjut dan kesadaran hukum yang 
lebih tinggi bagi konsumen. 
 
Kata Kunci: perlindungan konsumen, parkir, pengelola parkir 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini, perkembangan zaman berlangsung begitu pesatpada banyak aspek 

kehidupan. Salah satu aspek yang mengalami dampak signifikan adalah kebutuhan 

akan transportasi. Saat ini, Hampir seluruh individu dari berbagai kalangan 

masyarakat mempunyai kendaraan pribadi, baik berupa sepeda motor maupun 

mobil. Seiring berjalannya waktu, jumlah kendaraan terus meningkat secara drastis. 

Kondisi ini mendorong pertumbuhan bisnis perparkiran di berbagai tempat umum, 

mengingat kebutuhan akan lahan parkir semakin tinggi bagi pemilik kendaraan. 

Pasal 1 ayat 15 dan 16 J dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Nomor 22 Tahun 2009 mendefinisikan parkir sebagai kondisi di mana 

kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu serta ditinggalkan 

oleh pengemudinya. Di sisi lain, Pasal 1 ayat 23 mendefinisikan pengemudi sebagai 

individu yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan serta mempunyai surat 

izin mengemudi.1 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), penitipan 

diartikan sebagai suatu kondisi di mana individu menerima barang milik individu 

lain dengan kewajiban menyimpan barang tersebut dan mengembalikan seperti 

keadaan semula. Dalam konteks parkir, hal ini berkaitan dengan pengelolaan 

tempat parkir yang mempunyai tanggung jawab atas penyimpanan kendaraan milik 

 
1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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pengguna layanan parkir dan memastikan pengembaliannya dalam kondisi yang 

baik. Parkir sendiri merupakan bagian integral dari infrastruktur transportasi dan 

berkontribusi terhadap efisiensi sistem jaringan transportasi, khususnya jaringan 

jalan raya. Di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi 

serta pertumbuhan ekonomi yang pesat, jumlah kepemilikan kendaraan pribadi 

terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan fasilitas 

parkir yang memadai serta dikelola secara lebih terstruktur. 2 

Terdapat peningkatan pada kebutuhan akan fasilitas parkir seiring dengan 

bertambahnya kendaraan pribadi. Fenomena ini dipengaruhi oleh kemudahan akses 

masyarakat dalam memperoleh kredit kendaraan, yang mengakibatkan lonjakan 

jumlah kendaraan dari waktu ke waktu. Akibatnya, semakin banyak lahan yang 

dimanfaatkan sebagai area parkir, baik yang berizin resmi maupun yang tidak 

berizin. 

Industri perparkiran memiliki peran penting dalam menyediakan sarana 

bagi masyarakat yang mengunjungi area publik untuk menempatkan kendaraannya 

dengan aman. Selain itu, sektor ini menawarkan peluang bisnis yang menggiurkan, 

mengingat potensi pendapatan yang dapat diperoleh pengelola parkir tergolong 

tinggi. 

Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan parkir adalah perlindungan bagi 

pengguna jasa parkir, khususnya terkait dengan keamanan kendaraan yang diparkir. 

Pemilik kendaraan tentu mengharapkan kendaraannya tetap aman tanpa mengalami 

 
2 Trisnanto, Eko Rizky, 2015, Tanggung Jawab Petugas Parkir Terhadap Tuntutan Ganti 

Rugi Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 Atas Kerusakan Kendaraan Di Lokasi Perparkiran 
Jalan Dipenogoro Di Kecamatan Pontianak Selatan, EJournal Gloria Yuris 4, Hlm.1. 
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kerusakan atau kehilangan, baik kendaraan itu sendiri maupun barang di dalamnya. 

Namun, kejadian seperti ini kerap terjadi, sehingga menimbulkan pertanyaan 

mengenai pihak yang memegang tanggung jawab atas terjadinya kehilangan atau 

kerusakan pada kendaraan yang terjadi di area parkir.3 Berbagai masalah 

transportasi, seperti kemacetan, disebabkan oleh masalah ini. Selain itu, seiring 

dengan bertambahnya jumlah kendaraan, baik di kota maupun di pedesaan, 

kebutuhan akan tempat parkir terus meningkat. Kondisi ini menimbulkan 

kekhawatiran tentang ketersediaan tempat parkir. 

Pasal 28G UUD 1945 mengatur jaminan hukum bagi pengendara bermotor, 

yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

dirinya sendiri, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta bendanya. Selain itu, 

setiap orang juga berhak atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk 

ancaman atau ketakutan yang dapat menghambat kebebasannya untuk bertindak 

atau tidak bertindak berdasarkan undang-undang.4 Individu yang menggunakan 

layanan parkir adalah mereka yang memanfaatkan fasilitas tersebut untuk 

menempatkan kendaraannya dalam periode tertentu. Sebagai imbalan atas 

penggunaan jasa parkir, mereka membayar tarif yang telah ditentukan. Umumnya, 

kendaraan ditinggalkan di area parkir dalam durasi satu jam ataupun lebih, 

bergantung pada keperluan masing-masing. Pengguna layanan ini dapat mencakup 

pengendara mobil maupun sepeda motor. 

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia 

 
3 Rosmawati, 2018, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konseumen, Prenamedia Grup, 

Depok, hlm. 7-9. 
4 Munir Faudi, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 

13. 
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dan bertujuan menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Hukum mempunyai 

tujuan utama berupa menjaga ketertiban dan keseimbangan, dengan cara mengatur 

hak dan kewajiban dalam setiap hubungan hukum, menetapkan wewenang, dan 

menyediakan kerangka untuk menyelesaikan persoalan hukum. Hukum juga 

berperan dalam menjamin kepastian hukum. Sebagai makhluk sosial, manusia 

terlibat dalam berbagai hubungan hukum sehari-hari, yang bervariasi dari yang 

sederhana sampai dengan yang kompleks, baik dalam konteks sosial, budaya, 

kemanusiaan, maupun dalam ranah hukum itu sendiri5. 

Kota Bengkulu merupakan daerah otonom yang memiliki posisi strategis 

untuk berbagai kegiatan bisnis, termasuk sektor perdagangan dan jasa, salah 

satunya dalam pengelolaan parkir. Pertumbuhan pembangunan di Kota Bengkulu 

terus berlangsung secara nyata, dengan peningkatan banyakya penduduk dengan 

kendaraan bermotor yang beroperasi di kota ini. Hal ini menjadikan bisnis 

pengelolaan parkir di Bengkulu memiliki prospek yang sangat baik untuk 

memperoleh keuntungan yang stabil. Saat ini, terdapat pembatasan yang jelas bagi 

pelaku usaha yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang demi perlindungan 

konsumen, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, yang disahkan pada 20 April 1999 dan mulai berlaku 

pada 20 April 2000.6 

Meskipun undang-undang tersebut telah diberlakukan, masih terdapat 

berbagai permasalahan yang memberi dampak kerugian terhadap konsumen, yang 

 
5 Soerjono Soekanto, 2005, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali, Rajawali Press, Jakarta, 

hlm. 4 
6 Taufik Yahya, Dwi, dan Firya, “Perlindungan Konsumen Atas Klausula Eksonerasi 

dalam Perjanjian Jasa Perparkiran di Kota Jambi,” Majalah Hukum Forum Akademika, hlm. 35 
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diakibatkan oleh masalah internal, seperti: 

1. Salah satu kelemahan mendasar dari undang-undang perlindungan konsumen 

adalah materi hukumnya, yang mencakup ketiadaan prinsip strictliability, 

mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang jelas, serta kesulitan dalam 

menuntut ganti rugi dan standing to sue 

2. Untuk melindungi hak-hak konsumen, Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 

(LPKSM), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sangat 

penting. Meskipun demikian, perlindungan yang diberikan oleh lembaga-

lembaga tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan dan 

hambatan.Kapasitas alat; dan 

3. Perilaku atau kesadaran masyarakat 
 

Masalah internal berkaitan dengan kondisi sosial politik, sosial, ekonomi, 

dan budaya masyarakat. Untuk menghadapi serta menuntaskan persoalan-persoalan 

yang dihadapi konsumen dari sisi hukum, tujuan dari undang-udang perlindungan 

konsumen yang dikeluarkan, untuk mencegah dan melarang praktik usaha yang 

berpotensi merugikan konsumen saat menggunakan barang atau jasa. Walaupun 

terdapat berbagai tantangan yang tersisan dalam undang-undang tersebut, terdapat 

beberapa keuntungan atau kekuatan yang terkandung dalam undang-undang 

perlindungan konsumen, antara lain:  

1. Dengan hak-hak konsumen yang diakui, konsumen memiliki landasan hukum 

yang lebih kuat untuk dilindungi dalam setiap transaksi atau penggunaan 

barang dan jasa. 
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2. Adanya semangat peradilan yang cepat dan mudah (small claims court) untuk 

menangani sengketa antara konsumen dan produsen, di mana sebelumnya 

konsumen sering kali merasa putus asa karena proses penyelesaian yang 

memakan waktu, energi, dan biaya. 

3. Dengan masuknya prosedur gugatan perwakilan dalam kasus atau masalah 

konsumen, konsumen memiliki peluang untuk mencari keadilan secara kolektif 

dalam masalah yang menyangkut banyak individu. Ini meningkatkan akses ke 

penyelesaian hukum. 

Ada beberapa pihak di bidang penegakan hukum yang masih mengabaikan 

perlindungan konsumen. Mengalihkan tanggung jawab kepada pelanggan adalah 

salah satunya, seperti masalah tiket parkir di Sport Center Kota Bengkulu. Banyak 

tempat parkir dikelola oleh pihak lain yang memesan layanan tersebut, dan ini tidak 

dianggap sebagai tindakan yang dilakukan sesuai kontrak. 

Proses penyelenggaraan parkir didayagunakan oleh pemerintah dengan 

penggunaan tanah milik pemerintah dan pengendara yang memarkirkan kendaraan 

di lahan area milik pemerintah dapat dikatakan sebagai pengguna jasa parkir 

ataupun pelaku usaha yang memiliki usaha perparkiran yang dalam artian memiliki 

lahan area parkir pribadi untuk usaha bisa dikatakan pengendara yang memarkirkan 

kendaraan di lahan milik swasta disebut konsumen. Peluang terhadap pemanfaatan 

dalam bidang usaha perparkiran dalam artian perwujudan sebenarnya dalam 

penyediakan jasa.7 

 
7David M. L. Tobing, Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir, (Jakarta: 

Timpani,2007) hlm.5 
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Selama pelaksanaannya, kendaraan pelanggan sering hilang di area parkir. 

Untuk menghindari tanggung jawab, banyak pengelola parkir memasang klausula 

baku yang menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kehilangan 

kendaraan atau barang milik konsumen. Namun, dalam beberapa kasus, pengadilan 

membatalkan klausula tersebut. Hakim memutuskan bahwa pengelola parkir tetap 

memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pelanggan yang 

kehilangan kendaraan mereka di area parkir yang mereka kelola. Hakim juga 

menyatakan bahwa melakukan hal ini melanggar hukum. 

Sebagai tempat penitipan, menurut Pasal 1706 KUHPer, penerima titipan 

memiliki kewajiban untuk merawat barang titipan (seperti motor) dengan baik, 

menjaga agar kondisinya tetap sama seperti saat diterima. Dengan demikian, 

pengelola parkir memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap sepeda motor, 

tetapi juga terhadap barang-barang yang berkaitan dengan kendaraan tersebut. 

Helm dan perlengkapan lainnya dapat dikategorikan sebagai barang yang terkait, 

karena berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang digunakan di jalan 

wajib dilengkapi dengan perlengkapan yang sesuai, termasuk helm bagi pengendara 

sepeda motor. Oleh karenanya, helm dan motor dipandang sebagai satu kesatuan. 

Sebagai pihak yang menyediakan layanan penitipan kendaraan, pengelola parkir 

tidak hanya berkewajiban menjaga motor, tetapi juga harus memastikan keamanan 

helm serta perlengkapan lain yang melekat pada kendaraan tersebut.8 

Pengelola parkir seringkali beralasan bahwa klausula baku dalam karcis 

 
8 Ali Zaenudin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Grafika, Jakarta, Hlm. 9. 
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parkir membebaskan mereka dari tanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau 

barang. Selain mengandalkan klausula tersebut sebagai perlindungan, pengelola 

juga mengemukakan bahwa hubungan hukum antara mereka dan pelanggan adalah 

perjanjian sewa lahan, bukan perjanjian parkir. Namun, pelanggan berpendapat 

bahwa hubungan perparkiran dengan pengelol 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi 

Pelayanan Perhubungan Darat, penyediaan tempat parkir di lokasi yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah daerah termasuk dalam lingkup retribusi parkir. 

Sehubungan dengan peraturan daerah tersebut, kata "meliputi" menunjukkan bahwa 

penyediaan fasilitas parkir merupakan komponen penting dari objek retribusi 

parkir. Parkir di Sport Center Kota Bengkulu, yang dikelola oleh pemerintah 

daerah, menarik perhatian penulis. Pengendali parkir memberikan karcis kepada 

setiap orang, yang berisi pernyataan pengalihan tanggung jawab. 

“Kerugian atau kerusakan pada kendaraan beserta isinya selama kendaraan 

ada di area parker dbukanlah tanggung jawab dari pengelola parkir.” 

Klaim bahwa "setiap orang dianggap mengetahui undang-undang dan tidak 

dapat membela diri dengan alasan tidak mengetahui peraturan tersebut" adalah 

tidak sah. Pengalihan tanggung jawab ini tidak biasa; itu adalah tindakan yang 

melanggar hukum. Pengadilan telah menetapkan dalam beberapa kasus bahwa 

pengalihan tanggung jawab pengelola parkir tersebut merupakan pelanggaran 

hukum. 

Menurut keputusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Per.Kons/2006, 

pengelola parkir wajib bertanggung jawab atas kehilangan barang yang dititipkan 
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kepadanya. Oleh karena itu, hubungan hukum antara pengelola parkir dan 

pengguna jasa parkir dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian penitipan barang 

berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut. Hal tersebut selaras dengan 

Pasal 1694 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa saat individu menerima sebuah 

barang dari individu lain dengan kewajiban untuk merawat dan mengembalikan 

barang tersebut dalam keadaan seperti semula, itu dianggap sebagai penitipan. 

Prinsip dasar dari usaha perparkiran adalah bertindak sebagai penitipan 

barang. Oleh karena itu, seharusnya pengelolaan parkir seperti yang terjadi di Sport 

Center di Pantai Panjang Bengkulu tidak memindahkan tanggung jawab, sesuai 

dengan klausula standar yang ada pada setiap karcis parkir. Pemerintah Bengkulu 

seharusnya bertanggung jawab dalam melindungi kepentingan masyarakatnya 

sebagai konsumen pengguna jasa parkir. 

Pengalihan tanggung jawab yang di praktekan pengelola parkir pada pesisir 

pantai merupakan fenomena hukum yang menarik, dan perlu ditelusuri mengapa 

hal ini terus terjadi meskipun peraturan perundang-undangan tidak membenarkan 

pengalihan tanggung jawab tersebut. 

Berdasarkan peraturan yang telah diubah di beberapa wilayah, terutama 

Kota Bengkulu, untuk memberikan kompensasi khusus kepada pelanggan yang 

kehilangan kendaraan mereka di tempat parkir. Peraturan daerah yang dibuat oleh 

pemerintah kota Bengkulu untuk melindungi kepentingan masyarakat mewajibkan 

operator parkir untuk memberikan ganti rugi seratus persen kepada pelanggan jika 

lahan parkir mereka mengalami kerusakan. Dengan mempertimbangkan berbagai 

kemungkinan yang mungkin terjadi di wilayah ini, seperti larangan pungutan liar 
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dan penyesuaian tarif parkir yang wajar, peraturan daerah ini dibuat. 

Hal yang telah dipaparkan tersebut adalah belakang masalah penelitian ini, 

yang menunjukkan adanya kesenjangan dan fenomena hukum yang ditemukan oleh 

penulis, sehingga layak untuk diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Tinjauan Hukum 

Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Berdasarkan Pasal 18 

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di 

Sport Center Pantai Kota Bengkulu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas tersebut, maka 

permasalahan yang timbul berkaitan dengan hal tersebut adalah : 

a. Bagaimana pengelolaan dan penataan parkir di Sport Center oleh juru parkir 

di Sport Center Pantai Kota Bengkulu ? 

b. Bagaimana tanggung jawab kehilangan barang di Sport Center Pantai 

Panjang Kota Bengkulu ditinjau berdasarkan Pasar 18 UU Nomor 8 Tahun 

1999 tentang perlindungan konsumen? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka maksud dari tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui tentang Bagaimana pengelolaan dan penataan parki di 

Sport Center oleh juru parkir di Sport Center Pantai Kota Bengkulu ? 

b. Untuk mengetahui kendala tanggung jawab kehilangan barang di Sport 

Center Pantai Panjang Kota Bengkulu ditinjau berdasarkan Pasar 18 UU 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen? 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh hasil yang bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, antara lain: 

1. Prospektif akademis, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan peneliti, khususnya dalam bidang hukum, tentang analisis 

hukum pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang berdasarkan 

Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Sport 

Center Pantai Kota Bengkulu. 

2. Perspektif praktis, jika penelitian ini dianggap relevan, dapat menjadi 

referensi dan memberikan kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak, 

terutama bagi Mahasiswa UM Bengkulu. 

3. Sebagai salah satu syarat  untuk memperoleh gelar sarjana hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. 

 

 


